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5.1 Kesimpuian

Sebagai sustu upava pemerintah dalam
menciptakan kondisi pemerintahan yang efektif dan
efigien, kebijaksanaan Xebijaksanaan pembentukan Kecamatan
dilatar Dbelakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk dan
luasnya wilavah daerah témpat Kecamatan akan didirikan.
. Sebab kebutuhan akan taersgslenggaranya tugas~-tugas
pemerintahan vang efektif dan efisien akpn letih
mengedepan di daerah-daerah tersebut dibandingkan dengan
dasrah—-daerah lainnvya.

Pada kenyataannya kebijaksanaan tidak 3aja
diterapkan pada daerah-daerah vang memenuhi kedua
persyaratan tersebut, akan tetapi juga diterapkan pada
daeran—-daeran dimana dari segi Jjumlah penduduk Dbelum
terlalu banyak dan dari segi wilayah tidak begitu luas.
Oalam hal ini, tidak lepas dari Kkepentingan Pemerintah
Kabupaten Tingkat II untuk memperbesar pendapatan namun
dsngan cara sedikit mungkin mengeluarkan biaya, sehingga
tidaklah mengherankan bila pembentukan Xecamatan mengambil
tempat, Justru, dimana berbagai fagilitas umum telah

rerssdia di tempat tersebut. Sebad dengan kebi jaksanaan



ini ekaploitasi Pemda tserhadap sumber-sumbar keuangan
akan semakin besar dibandingkan saat sebelumnya, dimana
sumbar—sumber tersebut selalu mudah diawasi Pemda karena
jaraknvya yang semakin dekat dengan aparat Pemda
(Kecamatan). akan tetapi tanpa perlu Reluar biava
cukup besar guna menyediakan sarana dan prasarana vang
mendukung tugas—iugas éemerintahan,

Maka jelas sekali tampak bahwa ternyata efektifitas
dan efisisensi pslayanan dan peningkatan penyelenggaraan
pembangunan hanyalah tujuan yang bersifat formil belaka.
Pada kenyataannya. tujuan yvang Jjustru dikedepankan dalam
kebi jaksanaan pembentukan Kecamatan adalah tujuan-tujuan
vandg bersifat politis, dalam bentuk eksploitasi
sumber—-gumbeyr keuangan di daerah dimana asuatu Kecamatan
akan didirikan.

Bebsrapa tingkatan pemerintahan terlibat dalam
proses perumusan kebijaksanaan inl, vaitu pemerintah
Pusat, FPemerintah Propinsi Daerahv Tingkat I, dan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II1. Meskipun usuian
mengenai  pembentukan  suatu Kecamatan berasal dari
Famerintah Kabupaten Dagrah Tingkat II, namun pada
Kenyataannya tingkatan pemerintahan ini Justru paling
lemah posisi tawar-menawarny2 dibandingkan dengan dua
tingkatan pemerintahan lainnya. Hal ini mengakibatkan
tarlalu kakunya pihak Kabupaten mendasarkan diri pada

wetantuan—kKetentuan otoritatif vang dibuat oleh‘ Pusat




maupun Prapinéi' Daesrah Tingkat I, bahkan terkesan
- mengesampingkan karakteristik daerah  dimana suatu
Kecamatan akan didirikan. Bagi pihak Kabupaten Daerah
Tingkat II =suatu daerah dipandang ‘tidak pantas untuk
diusulkan menjadi suatu Kecamatan jika tidak sépenuhhya
gsegual dengan ketentuan vang berasal dari pemerintah
atasan., meskipun dari segi jumlah penduduk maupun luas
wilayah daerah tarsebut layak berbentuk Kecamatan,

Hal ini berlaku pula padsa proses perumusan
¥ebi jaksanaan pembentukan Kecamatan, melaiui beberapa
tahapan-tahapan vyang telah ditetapkan oleh pemerintah
Pusat, Kkhususnya Menteri Dalam Negeri. PFihak Pemerintah
Kabupaten Tingkat II tidak bisa tidak harus mengikuti
tahapan~tahapan tersebut, meskipun memakan waktu lama dan
biaya besar. Namun, proses parumusan kebhijaksanaan
pembentukan Kecamatan tidak melibatkan pihak Kecamatan
induk, dan lagi tidak setiap instansi pemerintahan
dilibatkan dalam progses perumusan kKebijaksanaan.

Akibatnvya dalam pelaksanaan kebi jaksanaan,
Kecamatan yang baru tidak dapat segera melaksanakan
tugasmtugashya secara aptimal. Kurangnya informass:
diantara instansi-instansi pemerintahan mengenal adanva
guatu Ka&am&tany yang baru mengakibatkan  instansi-
instansi itu tidak segera mengantisipasi kebi jaksanaan

ini dalam Dbpentuk membuka perwakilan di Kecamatan vyang




paru dibentuk. Keadaan ini menghambat koordinasi antara
pihak Kecamatan dengan instansi—-instansi tersebut,

terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas vang mengharuskﬁn

keterlibatan pihak Kecamatan dengan instansi-instansi .

tersebut. Hal ini Jjuga menghambat  penyelenggaraan
peia?anan kepada masyarakat, karena jarak dan waktu vyang
ditempuh untuk berufusan dengan pihak pemerintah sama
halnya. bahkan lebih banyak, dibandingkan pada saat belum
dibentﬁknya Kecamatan bharu. ' |
Felaksanaan kebijaksanaan pembentukan Kecamatan
juga tidak diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan aparat
Kecamatan dalam melaksanakan tujas—tugasnya. Hal ini
ditandai dengan terbatasnya jumlah aparat di Kantor
Kecamatan yang baru dibentuk. Berhadapan dengaﬁ
keterbatasan ini Camat menggunakan segala cara untuk
me laksanakan tugas-tugasnya, diantaranya melalui cara-cara
represif Kkepada Desa-Desa, sehingga target—target vyang

dibebankan kepada pihak Kecamatan dapat terpenuhi.

5.2. Saran‘Saran

Saran pertama yang perlu dikemukakan disini adalah
mengurangi keterlibatan Pusat dan Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I dalam perumusan kebi jaksanaan vang
berkenaan dengan Kecamatan, termasuk diantaranya adalah
perumusan kebi jakganaan pembentukan suatu Kecamatan,

Sebaliknya. peranan lebih besar diberikan kepada
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Pemerintah Kabupaten Tingkat II sehingga menghemat waktu
dan 'biaya gselama proses perumusan kebijaksanaan. Hal ini
mengingat kedudukan Kabupaten vang lebih dekat dengan
magyarakat gehingga lebih mengetghui kabutuhan-kebutuhan
masyarakat dibandingkan dengan dua tingkatan pemerintah
tergebut. Dalam Hhal ini pihﬁk Pusat maupun Pemerintah
Prepinsli sebatas memberikan rekomendaasi / persetujuan,
tidak periu melakukan survai kelayakan berkali-kali, namun
berdasarkan penelitian yang dilakukan sendiri oleh pihak
Kabupaten.

Disamping itu, sebelum kebi jaksanaan dilaksanakan,
khugusnya kebijaksanaan pembentukaﬁ Kecamatan, sarana dan
prasgarana vang mendukung pelakaanaan kebi jaksanaan
tergebut perlu dilengkapi teriebih baik personil maupun
gsarana dan prasarana. Hal ini dipsrlukan guna efaktifitas
pelaksanaan tugas~tugag pemerintahan di Kecamatan vyang
paru dibentuk., dan untuk mempermudah pelayanan Xkepada

magyarakat.
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